“PEMILIHAN JAKSA AGUNG TERLAMBAT,
PENEGAKAN HUKUM TERHAMBAT”

Jaksa Agung yang baru akan mempunyai tugas berat ke depan.

PEMBERANTASAN
KORUPSI

Masih tingginya persepsi
masyarakat mengenai prilaku korup
oleh aparat Kejaksaan, apalagi
masih terdapat Jaksa-Jaksa yang
terjerat praktik Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN).

AKUNTABILITAS

Kejaksaan diniliai sebagai salah
satu institusi dengan hasil Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) kurang baik
oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kemenpan-RB)
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PENGAWASAN
INTERNAL

Pada tahun 2013 menyebutkan
bidang pengawasan telah
menjatuhkan sanksi terhadap 168
Jaksa yang melanggar kode etik.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka kriteria Jaksa Agung yang dipilih ialah:
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INDEPENDEN

Tidak ada afiliasi partai
politik dan korporasi

I
BERINTEGRITAS

Tidak punya rekam jejak
pelanggaran kode
etik/perilaku; tidak

mendapat “tanda merah”

dari KPK; memiliki LHKPN
yang wajar dengan
profilnya (transparansi
LHKPN kepada publik)

N
KEPEMIMPINAN

Memiliki rekam jejak
memimpin lembaga negara
di bidang hukum.

KOMPETENSI

Minimum bergelar sarjana
hukum (Pasal 20 no. 9
huruf d UU Kejaksaan);
pengalaman bekerja di

bidang hukum




